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a. bahwa dalarn rangka menyesuaikan harga pasar dan
perkembangan perekonomien di Daerah perlu dilakukan
penyesuaian tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasa] 18 ayat {2} Peraturan
Daerab Nomor 3 Talrun 2014 teritang Retribusi Pernakaian
kekayaan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Daerab Nomor 3 Tahun ,2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomm3 Tahun 2014 tentang Retribusi
Pemakaian kekayaan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertirrrbungar» eebagaimana dimaksud
dalam huruf a" huruf b dan huruf e, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi
Pernakaian Kekayaan Daerah Dan Penyestraian Tarif Yang
Dikelola Oleh Badan Pengelojaan Keuangan Dan Aset Daerah;

L Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2003 tentang Pemberitukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupafen Balangan di
Provinsi Kalimantan Selaran (Lembar Negera Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomur 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 426.5);

2.. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk ]ndon1esita Nemer 4438);

3. Uridang-Undang Nemer 28 Tabun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusj Daerab [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahuri 2009 NomOI" 130, Tambahan Lembaran Negara
Repubbk Indonesia Nomur 5.049);

BUPATI TANAH BUMBU,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengjngat

Menimbang

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN
PENYESUAIAN TARIF YANG DIKELOLA OLEH HADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TENTANG

PERATURAN BUPAT] TANAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 202:2

BUPAT] TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
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4.. Undang-Undang Nornor 23 Tahtrn 2014 tentang Pemermtahan
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nom or 5587) sebagairnana telah diu bah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undlang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Mas Undang- Undang Nome I" '2.3 Tahun
2014 tentang Pemermtaban Daerah [Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2()lS Nomor 58, Tarnbahan
Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 567'9);

5.. Peraturan Pemerintah Nornor 69 Tahun 2010 ten tang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerab dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 21010 Numor 119, Tambahan Lembaran
Negara Repu blik Indonesia Nomor 2161);

6.. Urrdang-Undang Nomor 30 Tahun 21014tentang Administrasi
Pemerintaban [Lembaran Negar a Repubhk Indonesia Tahun
2014 Nomor 292,. Tambah an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56(1);

7.. Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolean Barang M]]ik Negaraj Daerah [Lembaran Negara
Repubbk Indonesia Tahun 2014 Hornor 92, Tambahan
Lembaran Negara Repubfik Indonesia nomor 5533)
aebegaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeriritah
Nornor 28 Tahun 2020 tentang Pengelotaan Keuangan Milik
NegarajDaerah [Lembaran Negro-a Republik Indonesia Tahun
2020 Nemer 142,. Tambah an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia. nomor 6322);

9. Peraruran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
57/PMK..06j2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa
Barang MilikNegarajDaerah;

10..Peraturan Daerah Kebupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun
2014 tentang Retribusi Pernakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 21014 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Ncmor 3
Tahun 2018 ten tang Peru bah an Atas Peraturan Daerah Nomor
3 Tahuri 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nnmor 3);

11..Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun
2016 terrtang Pernbentukan dan Suaunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Nomor 19) sebagairnana telah diubah beberapa kaH terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5
Tahun :2021 tentang Perubah an Kedua Atas Peraturan Daerah
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3. Kepala Daerah yang eelenjumye, dieebut Bupati adalah Bupafi
Tanah Bumbu.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu ..

5.. Satuan Kerja Perangkat Daerah yafllg selanjutnya disebut SKPD
adalab satuan kerja perangkat daerah di Ungkungan
Pemerirrtah Kabupaten Tanah Bumbu.

6.. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
bidang pengelolaan aset yang selanjutnya disingkat BPKAD
atau sebutan lain adalah Perangkat Daerah yafllg
menyelenggarakan fungsi penunjang Bidang Pengelolaan Aset
Kabupaten Tanah Bumbu.

7. Unlit Pelaksarra Teknis Daerab yang selanjutnya disingkat
UPfD adalah unsu:r pelaksana tugas teknis pada BPKAD yang
bertugas mengeIDolaasset Daerah.

Dalam Peraturan injyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2., Pemerirrtab Daerab adalah Kepala Daerah sebagai unSUir

penyelenggara Pemerintab Daerah yang mermmpm
pelaksanaan uruaan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Pasal 1

BAB I
KETENTUANUMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
RETRIBUS] PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN
PENYESUAIAN TARIF YANG DIKELOLA OLEH BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

MEMUTUSKAN:

Nomor 19 Tahun 2016 t.entang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

12" Peraturan Bupati Tanab Bumbu Nornor 20 Tahun 2017
terrtang Tugas, Fungai, Urman Tugas dan Tata Kerja Urrstrr­
Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerab [Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017
Nornor :20);

13,.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nemer 9 Tahun 2021 ten tang
Kedudukan, Tugae, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah [Berita Daerab Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021
Nomor 9);

Menetapkar» :
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8. Bank Ternpat Pembayaran adalah bank yang ditetapkan oleh
Bupafi sebagai penyimpan kas daerah ..

9.. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebtrt Retribu si adalah
ptmgutan daerah sebagaj pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusu s disediakan danj atau
diberikan oleh Pernermtah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

10..Badan adalah sekumpulan orang danj atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
per seroan kumanditer, pesseroan lairmya, badan u saha mjlik
riegara (BUMN); atau badan usaha mihk daerah (BUMD)
dengan nama dan dalarn bentuk apa pun, firma, knngsi,
kcperasi, dana pen siun , pereekutuan.perkumpufan, yayasan,
orgariisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lamnya, lembaga dan bentuk badan Iainnya termasuk kontrak
irrvestasj kolektif dan bentuk usaha tetap

11.WajiibRetribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
Peraturan Pemmdang-undangen retribusi diwaj1ibk:an untuk
melakukan pembayaran retribuei, termasuk pernungut atau
pemotong retribusi tertemu,

12..Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian atas kekayaan
dae.rah yang mel:i!puti antara hun tanah, lapangan , ruang
perkantoran, konstruksi media reklarne, gedung pertemuan,
fasihtas olah raga, kendaraanj alat-alat berat, Iaboratceium dan
atau Peralatan Laboratorium milik Pemerintah Daerah ..

13.,Surat Ketetapan Retribu 51Daerah yang selanj utnya disingkat
SKRD adalab surac ketetapan retribusj yang menentukan
besarnya pokok retribusi yang terutang,

14.,Suraf Setoran Retribusi Daerah yang selanj u tnya disingkat
SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilalcukan dengaJ]! em-a lain ke kas daer ah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala BPKAD.

lS ..Surat Tagiban Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD adalah sur-at untuk melakukarr tagi.han retribusi
dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan /atau derida.

16..Sewa adalah pemanfaatan barang m:i!IDikdaerah oleh pihak lain
dedam jarigka waktu tertentu dengan rnenerirna imbalan uang
tunai sesuai kesepakatan antara pihak penyewa dengan
Pemerintah Daerah,

17..Bendahara Penerimaan adalah yang ditunjuk untulk:menerima,
menyIDmpan , menyetorkan" menatausahakan dan
mempertanggungjawaibkan uang pendapatan asH dlaemh daJam
rangka lPdaksanaan Anggaran P1endapatan dan Belanja Daemih
pada SKPD iPemungut Retribusl.
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Ruang lingkup Peraturan Bupati in] meliputi :
a. dokurnen penetapan;
b. tata cam-apejaksanaan pemungutan Retribusi;
c. tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

retribusi;
d. tata cara pengembalian pernbayaran Retribtasi; dan
e. penyesuaian tam-if Retribuai Sewa,

PasaJ 3

~I] Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati in] adalah sebagai
pedoman pe Iaksan aan pemungu tan Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah dan penyesuaian tadf yang dikelola oleh
BPKAD atau sebutan lain.

~2}Tujuan ditetapkarmya Peraturan Bupati mi adalab untuk
mengoptimalkan pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayan
Daerah dan urrtuk merringkatkan pendapatar» Daerah,

PasaJ :2

18..Beridahara Penerima Pembantu adalah yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalarn
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada
unit kerja SKPD.

19..Badan adalah suatu bennrk baden usaha yang rneliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer , peraeroan Iainnya,
badan usaha miljk Negara atau daerab dengan nama dan
bentuk apapun, persekutuian, perkumpu Ian, firma, knngsi,
koperasi, yayasan, atau urganisass sejems, lernbaga dana
pen siun, bentuk uaaha tetap , serta bentuk badan usaha
Iairmya,

20. NilaJii Wajar adnlah estirnasi harga yang akan diterirna atau
harga dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban antara
pelaku paaar yang meruahami dan berkeingioan untuk
melakukan transaksj wajar pada tanggal penilaian,

21.Benita Acara Serab Terima yang selanjutnya disingkat BAST
adalah berita acara yang berisi penyerahan secara fcrmil yang
menaridakan telab diserahkannya baeang sebagai pelaksanaan
perj anj ian.

22..Keringanan adalah pernberjan penundaan pembayaran
retribusi,

23.,Pengurangan adalah keriuganan pembayaran Retribusi
Pemanfaatan Aset Daerah,

24. Pembebasan adalah Pembebasan Retribusi Pemanfaatan Aset
Daerah,

2.5..Hari Libur adalah had sabtu. hart mjnggu, hari Iibur nasional
dan/atau had cuti bersama yang djtetapkan oleh Pemerintah,
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Bagian Kedua
Sewa

[I] .Jenis retribusa yang rnenggunakan dokurnen SKRD sebagai
berikut:
a. gedung pertemuem untuk jagka waktu pemakaian Iperhari;
b. mobi] busj'perhari;
c. pemakaian sarana ohihraga/ Kesenian;
d. kerarrgka BilliiboardjMedia Bilboard mifik Pemerirrtab Daerah;

dan
e. alet berat,

(2)Dokurnen SKRDyang pernungutan Retribusi difaksanakan oleh
UPI'D, SKRDditeeapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleb Kepala
SKPD yaitu kepala UPTD.

(3)Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila telah memperuleh
tanda tangan basah oleh pejabat eebagaimana dimaksud pada
ayat {,3),diberi nomor dan capjetempe] basah,

(4) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 huruf at
paling sedikit mernuat data:
a. nnmor SKRD;
b. namaWajib Retribusi;
c. aJlamatWajib Retribusi; dan
d. besaran Retribusi,

(5)Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari ,3 (tigaj Iem bar , yrutu:
a. lernbar I untuk Wajib Retribusi;
b. lernbar rm untuk bendahara penerimaan; dan
c. lernbar IIIurituk UPTD.

(6)Ketentuan Iebib lanjut mengeriai bentuk dan lsi dokumen
SKRD eebagairnan a dimaksudl pada ayat ~4)tercanturn dalarn
Lampiran I yang rneru pakan bagman tidak terpisahkan dad
Peraturan Bupati ini.

Pasa] 5

Bagian Kesatu
SKRD

Dokumen penetapan retribusi terdiri dari:
a. SKRD;
b. Sewa; dan
c. Perjanjian Kerja Sarna,

PasaID 4

BAB n
DOKUMEN PENETAPAN
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(1)Perjanjian kerja sarna dipel[untukan objek tanah danj atau
bangunan denganjangka waktu paling singkat 1[satu] tahun,

(:2)Penyewaan tanah dan I atau bangunan dituangkan dalam
perjanjian kerja sarna paling sedikit rnemuat:
a. dasar perjanjian:
b. parapihak yang terkait dalarn perjanjian;
c. jenis, luas, jangka waktu dan be-saran sewa;
d. peruntukan perjanjian, termasukjenis kegiatan u saha;
e. hak dan kewajiban pam pihak; dan
iL tanggungjawab biaya pemeliharean selama jangka waktu

perjanpan;
g. penyelesaian perselisihan;

Pasal 7

Bagian Ketiga,
Perjanjian Kerja Sarna

(1]1Penetapan Retrfbusi dengan menggunakan sewa sebagaimarra
dirnakaud dalarn Pasals huruf b, memuat::
a. dasar perjanjian para pihak terkait dalam perjanjiau;
b. para pihak terkruit dalam perjanjian;
c. jenis speeipikasj dan jumlah Barang Milik Daerah (BMD);
d. jangka peruritukan dan penggunaan Barang Mi]ik Daerah

(BMD);
e. biaya dan pembayaran;
f. hak, kewajiban dan Iarangan; dan
g. penyelesaian perseliaihan.

(:2)Jenis Retribusi yang menggunakan dokumen perjanjran Sewa
adalah Alat berat,

(3)Dokurnen Perjanjian sewa diltandatanganruoleh kepala BPKAD.
(4)Dokurnen Perjanjian sewa dinyatakan sah apabila telah

memperoleh tanda tangafll basaih omeh pejabat sebagaimarra
dimaksud pada ayat (3);<diberi nomer, dan cap J sternpel basah,

(5)Dokurnen sewa sebagaimana dimaksud pacta ayat {I} paling
sedikit memuat data:
a. nornor Perjanjian Sewa
lib. nama wajib retribusi;
c. alamat wajib retribusi: dan
d. besaran retribusi.

(6)Penandatanganan Dokumen sewa dilakukan diatas kertas
bermeterai dan dibuat 2 ran gkap,

(7)Format dokurnen sewa sebagaimana djmaksud pada ayat (5]
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tildak
terpisahkan dari Peraturan Bupati mi.

Pasal fi
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PasallO

BABV
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUS[

(I) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerab djpurigut berdasaekan
Surat Ketetapan Retribu si Daerah fSKRD) atau dlokumen lain
yang dipersamakan,

(2) Dokurnen lain yang diperaamakan sebagaimana dirnaksud
pada ayat (f) adalah NiotaPerhjtungar» atau hasil cetak invoice.

(3} Pembayaran Retribcssi dibayar sendiri oleh wajlib Retribusi atau
kuasanya dengan mengguriakan Surat Setoran Retribusi
Daerah {SSRD).

{4}Pembayaran retribusi dapat difakukan dengan cara Disetcr
langsung ke rekening bank pernegang kas umum daerah ..

(S}Dalam melaksanakan pemungutan Retribtasi Pemakaian
Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ij3); Kepala
BPKADmenugaskan Bendahara Penerimaan ..

[fi] Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
melaksanakan pemungu tan Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerab sesuai dlengan peraturan perundang-uridangan.

Pasal9

BABm
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Penyewaan tanah dan Iatau bangunan sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 7 ayat (2] Perhitungan tarif pokok sewa berdasarkan
Penyarnpaian Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah pada
Pemerintah Daerah oleh Kantor Pelayarran Kekayaan Negara dan
Lelang {KPKNL).

Pasal 8

(.3)Penandatanganan perjanjian kerja same ditandatangani oleh
pengguna aset dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk,

(4) Penaridatangarran perjanjian Kerja Sarna dilakukan diatas
kertas bermeterai dan dibuat 2 ~dUlairangkap,

(5)Format perjanjian kerja sama sebagairnena dimaksu d pada
ayat (I) tercantum pada Lampiran HI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dad Peraturan Bupat] ini
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(l) kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan perrnchnnan pengembalian kepada Bupati,

(2)Tara cara pengembalian kelebihan pernbayaran djlakukan aebagai
berikut:
a. Wajrulb Retribusi mengaiukan pengembalian kelebihan

pembayaran kepada Bupati melaluj SKPDPengguna Barang;

Pas.aE 11

BAB VI
TATA CARA PENGEMBAUAN PEMBAYARAN RETRIBUS]

{I) Bupati atau pejabat yang dirunjuk dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebaaan Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah ,.

{2) Pengurangan dan keringanan Retribuai Pemakaian Kekayaan
Daerah dapat diberikan kepada Wajiib Retribusi untuk kegiatan
pendidikan dan keagarnaan.

{3) Pengurangan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diberikan
kepada. W,ajilbRetribusi dengan jumlah paling banyak SO (Yo (lima
pu]uh persen] darijumlah retribusi yang terutang.

{4) Keringanan Retribusi Pemakaian Daerah diibelilikankepada wajib
retribusi dengan lama waktu paling lama 3 tltiga} harj setelah
pemakaian aset.

{5] Pembebasan Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribuai
dalam hal digunakan untuk kegiatan snsial, Keagamaan dan
kedirraaan serta ketika terj ad1ibencana alam,

(6)1 Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilakeanakan sebagai
berikut:
a. WEijib Retribuei rnengajukan permohonan secara tertuhs

dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

b. Bupati dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas] had
kerja sejak tangga] permohonan pengurangan, keringanan dan
pembebasan Retribusi harus memberikart keputusan
menerima atau menolak permohonan Wajiib Retribusi
sebagaimana d:iimaksud pacta huruf a;

c. apabila jangka waktu sebagaimana dirnaksud pada huruf b
telah ]ewat Bupati tidak member] suatu keputusan,
perrnohonan yang diajukan tersebut dranggap dikabtrlkar»;
dan

d. apabila permohonan tidak dikabulkan oleh Bupati, Wajib
Retribusi hams membayar Retribusi aesuar dengan SKRD
atau dokumen Iainyang dipersamakan.
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Pada saat Peraturan Bupati irri berfaku, maka Peraturan Bupati
Tanah Bumbu Nomoi 37 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Tarif
Retribiasi Pemakaian Kekayaan Daerah Yang Dikelola meh Badan
Pengelolaari Keuangan Dan Aset Daerab [Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 21020 Nomor ,37), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku,

Pasal [3

BAB]X
KETENTUAN PENUTUP

[I] dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian beberapa
tarif Retribusi pemakaian kekayaan Daerah yang dikelola oleh
BPKAD.

~2)penyesuaian tarif sebagaimana dimakud pada ayat (1)
tercantum dalarn Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dad Peraturan Bupati in],

Pasal12

BABvn
PENYESUAIANTARIF RETRIBUS]SEWA

b. Kepala SKPD Pengguria Barang menugaskan petugas untuk
melaksanakan pemeriksaan atas permohorran Wajib Retribusi
dan dibuatkan Lapuran Hasil Pernerjksaan;

c. Kepala SKPD Pengguna Barang ataa nama Bupati menerbitkan
SKRDLB ~eiPada Wajib Retribusi apabila Laporan Hasi]
Pemeriksaan menemukan kelebiban pembayaran Retrfbusi;

d. berdasarkan SKRDLB sebagaimana dimaksud pada huruf e
djtetapkan pengembalian kelebihan pernbayaran Retribuai.

(3)Apabila Wajib Retrjbusi mempunyai utang Retribusi Iainnya,
kelebihan pembayaran Retribusj sebagaimana dimaksud pada
ayat [I] Iangsung diperhitungkan untuk melunasi terlebib dahulu
utang Retribusi dirnaksud.

(4)Tata cant perhitungan sebagaimarra dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangam.
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BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN :2022 NOMOR 3

H. AMBO SAKKA

Ud

Dumdangkan di Batulicin
pada tangga] 3 Jan ua r'i 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. M. ZArRULLAH AZHAR

Ud

ditetapkan di Batulicin
pada tanggaJ 3 Januari 2022

BUPATI TANAH BUMBU;

Peraturan Bupati in] mula] berlaku pada tanggal ditmdangkan.
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintabkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal14
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R M, ZAIRULLAH AZHAR

ttd

BUPA TI TANAH BUrvrnU,

~
NIP. .

Barullain, ..... ,__
An. K,epala BIPIKAD'

Kepaia UPTD P,emanfaatan Aset,

Terb~!ang; ... ,._..

~i!l.q~!'InJ~gJ~~.'::!J~~J~i_~[~~j:.""." "." _•.•••• ".". "." .".". "._ •• ".,"" .•• "F" ••••• ~••• "". _•• "." •••••• ," "" ••••••••

: N13 : JSIiI'is Tagihillil : Vol :: Satua l'-liI:i'ga~~atjjan: ,JiJ~ljah~ .~ ~ ~ ~____ _ .L __1 ~ L~1 _
: 1 : : : :
I I I , •• - I, I:- -_. -------- -------. ----- -- --- --- -- -----j~~il;'i~-;-:~iai-'·-- --- -_. ----- -_. ---- --- -- --- -- ------ -:- -- --- -----
... _ --._ -_. __ .... __ .. -- _ .... - -- _ -_._ ... - -- _ -_._-- -- _ -_._ .... - _ ... _ -_._ -_._-_. __ ._ --,-_ ... _- _ -- _.- _ -- _ -_._._- -_._ -_._ .... - _ -- -_._._- _ .... _ -_._-- -- _--

Mu~aj
sews
Sele:sai
Sewa

IINVOICIE.
Nomor :.__" .__._ ,.. _ ,.. , " .

PEMERINTAH KAD PATEN TANAH BUMBU
BADANPENGELOLAAN KE' ANGANDANASE'TDAERAH

.Alarn8i~: .11_Dharma! Praja No.1 (Jm:uliIlg T.inggi Kode Pes 12211
Kabupaten Tanah Ell!]mbu·~Kalimantan Selatan
~elp (0518) 6076052 - Fax. (0518) 6076053

K(mtak lPer:S(D1l
'Gedullg
K,egi.at:m

Ala~a~

Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah

LAMPlRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
RETR[BUS] PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH DAN PENYESUA]AN TARIF
YANG DlKELOl.A OLEH BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASETDAERAH



Dipindai dengan CamScanner

1) Pe~anjian sewa meny-ewa ini dlmulal darl tanggall tahun .., UntLl!kjangka waktu
peng'gunaanselama jam kerja terhitunqmulai dari A~atBerattiba di lckasl IKe~a.

2) Hatasminimaljam kerja alai selarna 6 (Ilima) jam [perhan.

Pasall :2
Jangka Waktu, P:eruntuian ,danPenggunaan BaTangMili" Daerah

1) PIIHAKPIER'lAMIAmenyewakan alat berat kepada PIHAK IKEllUA berupa :
a,
2} PIIHAK KE,[DUArnenerma alat berat dUokasi k.egiat,andalam keadaan stap pakai.

JenlS~,Sp,esif,kasidanjumlah barang m,lik daerah

IPasal1

KEDUA BE.LAH PIIHAK lelah sepakat untak rnenqadakan perjanjian sewa mel!ilyewia
bar;ang milik. dserah Kabupat,en Tanah Bumbu denqsn ketemusn dan syarat yangl dtater
dalarn pasal-pasal dibawah ini.

2 I( Na~ma)

~epiala Badan Peng'el'ollaan Keuangan dan Aset
Daerai1 selaku Pembarjtu P,engelola s,arang IMilik
Daeral1 Pernerintah Kabupaten Tanah Burnbu
dengan alarnat ,Jallarn Dharma Praja INo.01
Kellurahan rGUl1IlJrng'lil1ggi Kecamatan Batulicin
Kabupeten Janah lBumtJu yarngl s,ell,al'lljutf1l~a
disebut PIIIHAKPERTAIM.A,

Lahlr di pada tang'gal lBullarn , .
Tahun wiarga N,egara lndonesia bertempat
tinggal di KellurallPan/Desa
Kecamatan ,.. Kai:Jupalen Provinsi ., .
P'eme'gang Ka:rtu Tanda Pef'lldudllk NomOiI' ,..
Menurut ke~el'a!l!il,gannyabenlndak s,ebagai yang
selanjutnya disebut PltiAK IKEDUA

I(Nama)

. Tanggall Bulan Tahun , yangl bertandatanqan dibawah ini :Pada hari ini

SURAT PERJ,ANJIAN SIEWAMENYIEWA .,.,.,.,.,.,.,.,...,...,..
IHomor: .

PIEMEIRINTAHIKABUPAJEN TA,NAH BUMBU
BADAN PENIGEILOLAAN IKEUAINGANDAN ASET DAE,RAH

Allamat ::JallalfllllDharmaPraja ~o.011Kelurahan GunungTil1glg:~Batulicln
Kab. Tanah 1B1IrmbuProvo IKal-Sel Tiel!). (0518) 60716052 - Fax. (05H3) '6016053
http::.IIbpkad.tanahbumbukab.go.iid email: bpkad .tanahbum blJl@gmail.Gom

Format Dokumen Sewa

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPAT] TANAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN
PENYESUAIAN TARIF YANG
DIKELOLA OLEH BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASETDAERAH



Dipindai dengan CamScanner

Jlka terjadi pelrsellisihan IKEDUA BIElAH PIIHAK selPak,amuntlUli<tmenyellesaikannya secara
musyawarah dan jk,ekehuargaan..
Apabila mLlsy.awarah tidak mencap,ai mufakat maka ditemplUtil meilallui j,alm hLllkum d:i
Pengadilal1 Negeri B,atulicin Kabupaten Tanalh lBumlbu.

Pasal6
Perse.lislh'Bn

1) PilHAK PERTAMIA mempunyai kewajiban :
a) Menyediakan a:lat berat sesual kes'elPakatafl dalarn kondlisi slap paka!
b) Meyiapkan tenaga operator alat berat
c) Mellakukal1 pemeliharaal1 dan perbaikan alat berat selama [anqka waktu sewa.

2) PIIHAK P'ERTAMIA berhak :
a) Menerima pemhayaran biaya sewa sesual ketentuan
b) Melak.ukan moni1oring dan pengawasalil penggILU!1Jaanslat berat secara berkala
danratau sewsktu-waktu.
c) ,Mellakuli<aflpemutuaan kontrak seeara sepihalk apalDila P'IHAIK KEDUA mel!,ang'gar

ketentuan dalam kontrak ini.
3) PIIHAK KE,IDUAbelikewajiban

a) Membayar biaya sews sesuai del1gl,anke~el1luan
b) Mellaklll<an penqarnanan ala! berat dil!lokasik,agiatan selama jan,gl:l<aw,aktu sewa
c) Mengganti semisp kerusakan dan kehillal1glan ailat bsrat dan/atau Ibagi,an=bagiaI1I1Y,a

yang dii.aki'batk,ankelalalan P'IHAIK.KEDUA dalarn melakakan penqamanan,
d) Menyediakan konsumsl dan akomodasi untuk operator selama jangka waktu sews
Ie) Memberilkan kernudahan kepada P'IHAK PEJR:l.ANlA pads saat me!lakllJkafl

monitoring dan pengawasan peng:guna.an alat.
4) PilHAK KE,IDUAbsmak

a) Mempemlleh pellayanan penggunaallil alat berat
b) Memberilkan arsnen-eranan dan petunjiuk urnurn pelaksanaan kegiiatan kepada

10perator.
5) PllHAK KE,IDU.AdUarang :

a) Mempergunakan [asa operator laln da~lammel1goprasi:kan alat beret yang dlsewa
tanpa persetliJljuarnIPIH.AKPERTAMA

b) Memindalnkan dian atau menggunaikan alat berat diluar keqiatan dan lokasi yang
telah disepakati balk Llntllk keperntil1gan sendlrl mauplJllil untuk k.ep,entingarn plhak
Ilain.

e) Menggunal<an alat berat rneleblhl batas waktu yal1g telah disepal<atai sebalum
mandapat izln dari IPIIHAKPERTANIA.

P'a:saI4
,Hair"Kewajlban dan Larangan

1) Biaya sewa yang dliloeb,ali1lkanke PIIHAK KEmJA sebesar Rp' , Per Jam
.2) Bahan bakar minyak Lll1tukoperasionall alat be!rat sebaqaimana dlmaksud da!lam

pasalt dibebal1lkal1darnmenjadi tal1'ggunglal'1lP~HAK KEDUA.
3) Biaya Sewa .A.latBerat ol~ehPIIHAK KE,DUA dibayark,an setelah penandatanganan

MOU sesuai deflgan j,angl:l<awaktu yang tertera pada Pa.sal 2 ayat 11
4) Mobill:isasidan Demolbilliis,asiAlat Berat yang disewa dari PIIHAK PIEIRTAMAmenjadi

t,anggunglal1PIIHAIKKEDUA ..
5) Dalam hall alai berat tid,ak dapat bekerta dan/etau tldak dapat mencapsl batas

minimal jam ke~a ya:ngdlsebabkan sellai:nksrena I<ondisi al],atberat rnaka biiaya
sewa dibayar sebesar tanf sewa dikalikan jam m:inimallkerjia alat

'6) P,ajak -Ipajak yan'g dlitimbulilkan:skibat biaya sewa menjadii beban PIIHAK KEDUA.

P'8sa13
Bla,yaldan Pembayaran

3) Barang Milik Dsarah sebaqalmana dlmaksud digUinakan sebatas Il.mtuk kegiatan ..
di ...... ~



Dipindai dengan CamScanner
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BUPATI TANAH BUMBU,

I(Nalma)I(Nama)

P'IIHAK. KEDUAIPIHAK P'ERTAMIA

Demikiial1 Sur;a~Perjanji,an ini dibuat dan dirtandatangani di Batulicin pada hari, tanggal,
bulan dan tanun sebaqamana tersebut diatas datam rangl:kap 2 (dua) bermateral cukup
dan berkekuatan iI1lJkumyang sama



Dipindai dengan CamScanner

I<~ep,alaIBadan lPengelollaan Keuangan dan
Aset Daerah, berkedudukan dan berkantor
di JII. Dhanna Praja INlomol' 01 Kelurahan
Gunul1g Tling'gli Keeamatan Baluliein
Kabupaten Tanah Bl.Jtmbu Pmvinsii
l<alliima:n1al1Selatan.
Berdas81"kan Sural Kua·s,a Bupali
Tanah Burnhu NomoI": tanggall ,
oleh karenanya sah bertmdak untuk dan
atas nama Pemelilntah K,ablJp,at,en
Tanah Bumbu

1. (Nama)

Pada hari ini Tal1ggal bulan Tahun , bertempat di lBatull'iciin,'yang
bertanda tanqan dlibawah ini :

KEIRJA SArMAPEIMANIFAATAN TANAH DAN BAINGUINAIN
M~lIK PIEMIEIR.IINTAHKABUPATIEIN TAiNAH BUMBU

TENTANG

BADAN PiENiQlElQlAAN KEUAINGAN DA.NAgEl DAERAIH
KABUPATIEN TANAH BUlMBU

IDENGAN

IPERJAINJlAIN IKEIRJASAMA

ANTARA

Format Perjanjian Kerjasama

LAMP[RAN II[
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
RETRIBUSI PEMAKA]AN KEKAYAAN
DAERAH DAN PENYESUA]AN TAR]F
YANG DIKELOLA OLEH BADAN
PENOELOLAAN KEUANGAN DAN
ASETDAERAH

logo Pihak
Ked ILla



Dipindai dengan CamScanner

1. Penempatan ATIM SR.I di atas tanah milik Pemerinlah Kabupaten Tanah Burnbu
dillaksanakan oleh P'IIHAIKKIEUUA dengan penernpatan lokasi mesln ATM oleh .PIIHAK

IPasal13
RUAING,LlNGKUP' IPE!RJANJIAN KE,RJASANIA

Obyek pel'janjian k,ell"jasarna adalah penQ'glull'Iaan sebaqlan Tanah dan lBamgunan
Gedungl Millik Pemerintal1 Daerah Kabupat,en Tanah BumblU untak Penempatan ... "..

Pasal2
IOIBYEK P,ERJIANJ1,IAN KE1R:.JASANI.A

(2) TLljuan Kesepakatan Bers,ama imi adalah $'ebagai landasan hukum PARA PIIHAK
untu'k mellakl.Jkan Ik,erj,asama Iklegiatan sewa menyewa pernanlaatan tanah dan ruanq
banqunsn miilik Pemenntah K,ali:mpatenTanah 1B1ImlJu.

(1) lVIakslid Perjan]ial1 K.erja Sama ini adalah dalarn rangka kel~a sarna sewa mel1yew,a
pemanfaatan tanah dan fiuang banqunan miUkPemel1intah Kabupaten Tanah lBumibu.

Pasal1
MAKSlm DAIN 'TUJIUAN

lBerdasartan hal~ha~1lersebut di atas, sesuai kedudukan masinq-maslnq PARA PIIHAK
sepakat dan seteju lmtuk rnelaksanakan P,e~anjial1 Kerj;a Sarna tentang IKerja Sama
Pemsnfaatan Tanah dan BangllJlnanlMilik Pemel1lntah Kabupaten Ta!l1ah Bumbll
dengan ketentuan dan sya:l'at-syarat sebaqai berikut;

d. Bahwa Pel"j;al1ljian Ke~a Sarna ini rnenipakan lindak Ilamjut darl lKesepakatam
Bersama Nomor: ......,

C. Berdasarksn SIJ'matKepall;aKantOI"Pelayalfl,an Kekayaal1 Ne'gara dian Lellangl (KPIKNl)
Banjarmasin Nemer S-4'91fVVKN.12iKNl.031202'1 lang'gal 09 Maret 202'~ Hall
P,enyam:paian t.aperan Hasil Penillaian IBMD pada P,emeliintah Katlupaten T,anah
Bumbli yang mernuat miilaiwajar atas sewa tanah dan Ibangunam milik Pemel'intah
Kabupaten Tanalh Bumbu;

b. 13ahwa PIIHAK IKE,DUA rnerupakan Badam HuklLlm yang berg,erak dl Bldang Usaha
Jasa Pelibankafll;

MeneiFangkaril dengan ini bahwa berdasarkan pada
a. 13ahwaP'IHAIK KE,SATU berkewajiban dan beirtanggungl j,aw,abdalam menimgkalkam
serta mengem:bangllkan pembaaqunan wmayah/kota, pelayanan rnasyarakat dian
penimglkatan kapasltas aparatur di lingkung:an Pemerintah KatJupalen Tanah Bumbu;

P'IHAIK:K.ES.ATUdan PIIHAK KEDtIA, selanjutnya secara bersarna-sama dllseibut PARA
PlttAK ter1ebihdahulu rnenerangkan hal-hal s,ebagai berlkut:

Untuk sel:alli1jutlilyadlsebut IPIH,AK KEIDUA"

Kepalla PT1CV. .....,,_,berkantor dl .....,,"
Dalam hall ini menjallal1i jabatanl1y,a
sebaqalmana tel"sebut di atas
berdasarkan __

2. (Nama)



Dipindai dengan CamScanner

1. Hak PIHAK IKIE5.ATUmeliputi:
a) Mel1g'Qullakal1 jasa pell,ayanan Masin ATIM IPIIH,AKKE1DUA;dian
b) MemJapatkal1 retribusi sewa tanah dan bangllmal1l dari PIHAK KEDUA sebagalmana

tercsmum pada Pasal 5 ayat (5).
2. Kewaji~banPilHAK KESATU meliputi:
a) Mel1y,edialkanlahan umuk Penempatan bangunarm,gedung Kantor dan AT.M;
b) Membell"ilkan jarnman bal1'wa lahan untuk penernpstsn bangunan 'g'edungl kantor dan

mesin ATM mllilk IPilHAK K.EDUA tidak akan hancur atau digusurr serta bebas dari
'gallilggu,allil,tuntLlta:n dan permasalanan hllJl<utmde:nganpilhak II;ain;

Pasal7
HAK. DAN KEWAJIIBAN PAlRA PIHAK

Pasal6
JANG1KA WAKTU IPERJAIN,JIAIN

KERJ.A SAIMA

Jangka waktu perjaniian IKerjasama ini berlaku sejak perjanjiial1 ini dital1da~ang;ani
sampai dengan _..bullafil dan dapat diperpal'1ljang kemballi.

TOTAIl

2

luas J!all1lglka
(m2) Waldu

Nlo J1umllah
1[R.p)

1II111'aialf'l

3

3. Pemakalan sebagian tanah dan Ibangunan Mink Pemerintah Kabupaten Tanall1
Bumbu dlkenakan sewa eleh PIHAK KE,SATU kepada PIIHAK KEI!lUA yang
dilbayarkan s,etiiaptahun:lfly,asesuaii dengan peraturan perundanqan y;ang bertaku

4. Mekanisme pembayaran relrlbusl sewa ol:eh PIIHA1KKIEDUA dllakukan per tahun
sampai jangka waktu P,el"janjial1Kerjasama irrmiberakhiir.

5. PIHAK KEDUA melakukan pembayaran ralribusi sewa setelah menerima mvoioe
dari PIH,AK IKIESATU.

e. Besaran retribusl sewa objek perjarnjian ini adalah sesual Ihasil survey yang
dfrte1aplkanoleh IKIPKNL se!bagai berilklllt:

1. Biaya pemetiharaan, perawatan dan biay,a beban pernakaian Ilistirik Bangunallil .
rnerjadl tanggungjawab PIHAK IKEDUA k,ecuali ......_ y,ang melliljadi tanggungjawa1b
PIIHAK KESATU

2. Biaya pernennarsan dan perawatan mesln ATM darn AC mefiljadi ~anggungjawa[b
PIIHAK KIEDUA.

P~IHAK IK.EDUA bertan9'9ungjawab terhadap pelaksanaan pemoanqunsn
pemeliharaan, perawetan dan perbaikan ruenqan yang diimalksud dalam objak
petr]afiljian denqan berkoordlnasl denqan IPIIHAK.KESATlJ.

Pasal5
IPE,MB,IAVAANDAN MIEKANISIME IPiEMIB·AYARAN

P'asal4
PE,MIEUIHARAAIN

KES,ATU sebagai pem.lnj,ang Transaksl Keua:rng,an Pegawai Pemerintah Kabupaten
Tanah Bumbl,J dan Masy;ar;akat.
2. PIIHAK KEDUA rnelaksanakan pernarfaatan dan pernbaaqunan liuangl,an yang
digunakan untuk ,.... ,....



Dipindai dengan CamScanner

Pasal'10
PENYELE,SAIIAN MASALAH

1. 'Iidak satu pun dacat dituntut untuk rnelaksaaakan halk dan tal1ggungjaw,ab yang
1idlak cllaksanakan dikarenakan te~adil1ya sesuatu peristilwa dllsar kemampuaa
kedua belah pilhak untuk mel'1lgh~il'1ldaril'1lya,sepelrti perubahan kebijakan pernerintah
ataupun ~ebijakan - k.ebijakan lainl1ya, bencsna atam, huru hara dan lain-lain. maka
masing-masing pi'lhakakan melepaskan pelaksanaan lk'ewa]:iloal1nya.

2. P,eristiwa ,Force Maje,ure yamg dialami oleh sslah satu pihak ataupun Ikedua ilelalh
pilhak laiinnya paling lambat dalarn wakltiu 3 x 24 jam setelah terjadi petristiwa
~ersebut

3. Sellagi ·tel']adi force majeure, semua surat kelerangan y;ang menyata[kan tel'jadlil1ya
peristiw,a terse!blJ1dibuat ollah pilhak yang menga[lamii, w,ajib diisalhkan ol'eh illilstallilsi
Pemelliintah setempat yang beMenang.

P'asal9
FIO[ReEMAJEURE

1. PI[HAK KESATU dillaran,g rnelekukan kerjasama sejeniisnya dengan objek yang
sarna kepada pilh,ak [lain, kecuali dengan pelrs'etujllJansecara tertulis dla:liiPilHAK
K.EDUA.

2. PI[HAK KEDlJIA dilarang mengalihkan atau memindaht,angankan kapada pihak [lain
selbagiall1 atau [keselll'l'l..l[lhandari o!bjek yang dlipel'j,alll1ji1tal1l,kecuali ada persetujuan
secara tertelis dari PIHAK [KIES.ATU.

Pasal8
lARANGAN

4. K!ewajiban PilHAK K.EDUA meliputi :
a. Mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Pelliundal1g-wndangan yang berlaku serta

kebijakan yang dibuat oleh PIHAK KESATU tentanq penataan bangunan, prasarana,
keberslnan k,eindahan dan penataan kola;

b. Menjaga keamanan (tan li<Ienyamanandalam ruangan gliedlmg kantor dan mangal1
rnesln AT[M;

c. Bertang'gungjawab penuh terhadap kenrsakan dan/alalLl kehil,angan f~asi'litas-fasilljtas
standar I,mtu~koperasjonai bangunan g;edung kantor dan mesin ATM; dan

d. Memel1lillddserrua kewajibal'1l s,ebagai wajib pajak dalam mernenuhl pemlDayaran
pajak eaeran dan re1ri:bllJsidaerah sep'erti pajak reklame dan [MB.

3. Hak PIHAK [KIEDUArnellputl :
a. Meng'gurmakal1l!anal1sebaqal penempatan banqunan g,edung kantor dan mesin Al'M

~ermasuk: penqadaan bangul'1Ian-rrya, insta!lasi lisll'jik serta pemasanqan berbaqal
media prornosl seperf neon box dan brosur yang dlilarksanakal1 oleh PIHAK KEDtUA
sendiri;

b. Membangun gedlung kantor dan Ir1uanganmesin ATM serta mslakukan pekerjaan­
pekerjaen te[kl1is yang diperllJl<al1 datam ra'llilgka operaslonel bangunal1 ,gedung
kantor dan ATM pada l!ahanflban'gllJlnanfnuang,anyang disedlakan ol~eh P[IHAK
KESAIU dengan syarat dan [ket'entuanyang diitetapkan olelh [PIH.AK KE,SA'TU;

c. Mendapatkal1 [amlnan aqar status lahan untuk penempatan bangunan 'gedumg
kantor dan Masin ATM y,ang dlqunakan PIH.AK KE[DUA tidalk dia!lihkan kepada
pihak lain: darn

d. Mempetl'Ollehfasilitas parkir untuk operasional penemp.a1anlbangunan 'gedlung kantor
dan [Mesin .ATM.

c) Membeirikan [amlnan l.lIl1tuk tldak rnenqsllhkan status lahan lIntuk penempataa
banqunan g:edung kantor dan Mesin ATM yan'g diqunakan P~HAK KElllJA kepada
pihak [lain kecuaili adanya kesepakatan PARA [PI[H.AK;dan

d) Meny,ediakalm fasiilitas parkir untuk eperaslonal Penempatan banqunan ,gedumg
ksntcr dan ,ATM.



Dipindai dengan CamScanner
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BUF'ATmTANAH BUMBU,

(Nama)(Nama)

PIHAK KESATU
KEPAILA IBAIDAN IPENGEILOLM,N
KEUANGAIN DAINASET DAERAH,

IPIHAK KEIDUA

1. Ssrnua akiibat yang timbul s,ebagai pelakssnaan perjanpan ke~asama ini
dilPerlatllk,an sesusl denqan ketentuan perundsnq-undanqan yang berlaku.

2. Seglalla sesuatu y,ang dianggap Ibellum dlatur dalarn perjan]iian ini dan dipandang
Il)<erlluoleh PARA. IPIHAK akan di:atllr dalasn sural perjanjiall1 tambahan (,addendum)
yang rnerupa tan bagliian yang mengika1 dan tidak dapat terpisalhlkan dari sural
perj,anjian ini serta mempul1yai kekuatan hukum yang sama denqan perja~jian ini .

3. Sural Perjanjial1 Ke~asama il1i dibuat dalarn 2 (dua) ral1gkap dlatas rnaterai yang
cukup dan mempunyai kekuatan htll<lIm yang sarna temadap PARA PIIIHAK.

4. Sural Pe~anji,an ini dlbuat dan dlii1anda1all1gal1lioleh PARA PIHAK pada hari in!
dengan tang:gal, bulan dan tahun yangl telah disebutkan dldalam perjanJial1lini,

Pasal11
P'E,NUTUP

1. Segala pers,ellilsihall1 yang timblUll sehubufilgan isi, penafalran rnaepun pelaksanaall1
pelfj;anjian ksrjasarna ini pada dasarnya akan d]is,elesaikan para Ipihak secara
mlJsyaw,ar,ah dan mufakat

2. Apabil,a p,enyell,esaiansebag,aimana dlmskaud pada ;ayat (1) fldak dapat dleapal,
rnaka kedua belah pihak dapat menun]uk mediator yang dlsepakaf oll,el1rnasinq­
masing pihak

3. Apabiil,a penyelesaian sebaqairnana dimaksudl pada ayat (1) dan ayat (2) tldak
dapat dlcapal maka para pihak sepakat untuk rnenyerahkan penyelesaia:1iiI
permasatahan yang ada melalul Penqadilan.

4. P,enyel!esaian masalah s'elbaga:imanadlrnaksud pada ayat (3) pelfjanjial1linl sampsl
pada tahap persidangan di P,engladil.an,kedua belah pihak mernilih Pengadilan
lNe'geri IBatuHClnsebaqal dernlslll husumnya



Dipindai dengan CamScanner

Rp19.107.000,OO

Rp19.218.000,OO

1 Iisatu) bidang sebagian tanah
untuk penempatan mesin ATM Bank
Kalsel seluas 6~9m2 dari luas total
tanah. selu as ,3897 m:2 yang terletak
,di .Jalan Dharma Praja No. 3~ Kel.

6

5

1 [satu) bidang eebagian tanah
untuk penempatan mesm ATM BRr
seluas 4,66 m2 dari luas total tanah
seluas 785.3, m2 yang terletak di
Jalan Dharma Prada No.2, Kel,
Gunung Tinggi, Kec, Batulicin, Kab,
Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

4

1 '(satu) bidang sebagian tarsah dan
bangunan tanah urrtuk Kantor Unit
BR] seluas 26,.68 m2 dari luas total
'tanah seluas 7853 m2 yang terletak
eli .Jalan Dharma Praja No.2" KeL
Gunung Tjnggi" Kec, Batulicin, Kab,
Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Rp19.218.000,OO

Rp4,638.000,OO

Rp27.293.000,OO

Rp23.672.000,OO

1 I(Satu) bidang sebagian tanah
untuk penempatan mesin ATM BRI
seluas 3,,4 m2 dari luas total tanah
seluas 10.710 m2 yang terletak di
Jalan A. Yani, Kampung Barn ~
Simpang Empat, Kab, Tanah
Bumbu, Kalimantan Selatan

:2

Seluas 19.5S m2 yang terletak di
Jalan Valgosoria, Deea Teluk
KepayangRT, 01 Kec, Kusan Hulu,
Kab, Taraah Bumbu, Kalimantan
Selatan

Objek Nilai Wajar Atas Sewa/pertaihun

1 [aatu) bidang scbagiar» tanah
urituk penempatan mesin ATMBank
Kaleel seluas 6,,9 m2 dari luas 785,3
m2 yang terletak di -Jalan Dharma
Praja No.2, Kel, Gunung Tmggi,
Kee. Batulicin, Kab, Tanaih Bumbu,
Kalimantsm Selatan

NO'

13,.Bangunan

A. Penyesuaian Tarif Retribu si Berupa Sewa Tarrah dan

LAMP'I:RAN ]V
PERATURAN BUPAT] TAMAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 21022
TENTANG
PETUiNJUK PElAKSANAAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH DAN PiENYlESUAillAN TARIF
YANG D[KELOLA OLiEHBADAN
PIENGElO'LAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH



Dipindai dengan CamScanner

1 fsatu) bidang sebagian tanah
kosong untuk Kantin seluas IS m2
daril mUlaS total tanab seluas 14974
m2 yang terletak dm Komplek
Perkantoran Jalan Komplek Kantor
Bupati, KeL Gunung TInggi, Kec,
Batulicin, Kab, Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan

12

1 r[satu) bidang sebagian tanah
untuk Penempatan ATMBank Kaleel
seluas 6 m2 dari luas total tanah
seluas 5234 m2 yang terletak di
.Jalan Pemerintahan No. 01i, Dese
Sari Mulya, Kec, Sungai Laban, Kab,
Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

11

1 {satu) bidang sebagian tanah dan
bangunao seluas 39 m2 dari Iuas
total tarrah seluas 63684 m2 yang
terletak di Kantor Bupati .Jalan
Dharma Praja, Kel, Gunung Tinggi,
Kec, Batulicin, Kab, Tanah Bumbu,
Kalirnantem Selatan

10

1 [satu] bidang sebagian tanah
untuk bangunan Kantor Kas Bank
Kaleel seluas 71 m2 dari luas total
tariah seluas 63684 m2 yang
terletak eli Kantor Bupati .Ialan
Dharma Praja, Kel, Gunung Tinggi,
Kec, Batulicin, Kab, Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan

9

Rp21.602.000;OO

Rp5,807'.OOO,OO

Rp19.991.000,OO

1 [satu] bidang sebagian tanah
untuk penempatan mesin ATMBank
Kalsel seluas 3~8m2 dari Iuas total
'tanah seluas 63684 m2 yang
terletak di Kantor Bupati .Jalan
Dharma Praja, Kel, Gurrurtg Tinggi.
KeG. Batulicin, Kab, Tariah Bumbu,
Kalimantan Selatan

,8

1 [aatu] bidlang sebagian tanah
untuk penempatan mesin ATM BRr
seluas 3,,8m2 dari luas totall tanah
seluas 63684 m2 yang terletak di
Kantor Bupati Jalan Dharma Praja,
KeL Gurrung Tinggm, Kec. Betulicin ,
Kab, Taraah Bumbu, Kalimantan
Selatan

Gunung Tinggi, Kec, Batulicin, Kab,
Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Rp19.991.000,OO

Total Nilai

7



Dipindai dengan CamScanner

Per Trayek
1.200.000 sl d

1.500,000
Workshop e] d
Kec, Kusan
Hilir, Mantewe

Per Trayek
750.000 e] d

1.100.000
Wo:rkshop e] d
Kec, Batulicin,
Karang Bintang

Per Trayek
500.000 sid

65,0,000
Workshop e] d
Kec, Simpang
Empat

10 Trailer
'(Mobilisasi )

Per Jam

Perdam

Perdam

Per Jam

200.000 sid
300.000

15,0.000sid
35,0,000

200.000 sid
·35,0,000

100.000 sid
200,0006 Excavator Kedi

(PC45)1

7 Excavator Besar
(PC200)

8 Bulldozer Kecil
t(D31)

9 Bulldozer Besar
(D85]

Per Irari

1.500.000Luar Kabupaten
Luar Provinei

1.000,000Luar Kabupaters
Dalam Provirisi

SOO.OOODalam
Kabup at en

5

'Per bari

2.000.000LU8J[ Kabupaten
Luar Provinai

1..500.000Luar Kabupaten
Dalam Provinai

75,0,000Dalam
Kabupat en

Bus Ked] 16
Kurai4

Per h'ari
400,000Acara

Kedmaean

500.00 sid
1.000.000Untuk; UmunGedung

Pertemuan
Kapasitas Kedl

'Per hari
500.000Aeara

Kedinaean

1.200.000 s/d
1..300.000Untuk UmunGedlung

Pertemuan
Kapasitas Sedang

Per hari
600,000Acara

Kedjraasan

1.500.000 sld
2.000.000Untuk UmtmGedung

1 Pertemuan
Kapasitas Besar

No NamaAset Satuan RetribuaiiNi ilai Retri busi
~Rp)Rincian

Bus Besar 30
Kurai

2

G. Penyesuaien Tarif Alat Berat, Bangunan Sewa .RuanglGedulitllg dan Kendaraan
Operaaional



Dipindai dengan CamScanner

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

ttd

BUPATI TANAH 8UMBU,

M2/Bulan25.000
Ruangan
Perkarrtoran

Per Trayek
.5.000,,000 s/ d

10.1000.000
Workshop sId
LU9T Kabupaten

Per Trayek
,3.500.000 s/ d

4.1000,000
Workshop sl d
Kec, Satui

Per Trayek
2.500.000 sId

3.000.000
Workshop sId
Kec. Angsana ,
Kuranji

Per Trayek

1.750.000 sId
2.1000.000

Workshop sId
Kec, Sungai
Loban , Kusan
Hulu


